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Madinah pandiangan (2019) : Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan 
Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 
Anggaran 2016-2017. 
Penelitian di latar belakangi oleh Pelaksanaan Anggaran Keuangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan 
Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
Tahun Anggran 2016-2017. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daearah Nomor 58 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun Anggaran 2016-2017 dan apa faktor 
penghambat Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan  Daerah Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 58 tahun 
2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah. 
Adapun batasan masalah yaitu pelaksanaan Anggaran Keuangn Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan bersadarkan Peraturan Pemerintah Nomor 
58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Populasi dalam 
penelitian ini adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, Sekretaris 
Daerah dan Ketua DPRD serta jumlah sample adalah 3 responden dengan 
menggunakan teknik purposive sampling. Lokasi penelitian yaitu Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan. 
 Hasil penelitian bahwa Pelaksanaan Anggaran  Keuangan Pemerintaha 
Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintahan 
Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah tahun Anggaran 
2016-2017 belum terlaksana dengan sempurna, efesien, efekti dan ekonomis sebagai 
mana semestinya. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor penyebab kurang 
terlaksananya Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah seperti hambatan kurangnya 
birokrasi, keterbatasan kemampuan dalam sumber daya manusia yang sering kali 
didapati pegawai yang dibutuhkan sering tidak berada di tempat dan dilatar belakangi 
kurangnya komunikasi antar sesama bidang SKPD. Dalam penelitian ini yaitu kurang 
terlaksananya Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa Negara 
Indonesia itu adalah suatu Negara kesatuan, Indonesia tidak akan 
mempunyai daerah didalam lingkungannya yang juga berbentuk Negara. 
Daerah Indonesia dibagi juga menjadi daerah provinsi dan dearah provinsi 
di bagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah bersifat otonom 
atau bersifat administrasif belaka. Semuanya menurut aturan yang akan di 
tetapkan dengan di Undang-Undang. Di dearah yang bersifat otonom 
diadakan Badan Perwakilan Daerah karena di daerah pun pemerintahan 
akan bersendikan dasar permusyawaratan.
1
 
Undang-undang  Nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah Penyelenggaran urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah menurut Asas Otonomi 
Daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di 




Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antaran Pemerintah dan Pemerintahan  Daerah Pasal 1 ayat (3) 
menjelaskan bahwa suatu sistem pembagian keuangan yang adil, 
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 C.S.T Kansil, Sistem Pemerintahan Di Indonesia, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.123 
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Proporsional, Demokratis, dan efesien dalam rangka pendanaan 
penyelenggaraan Desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, 
kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan 
Dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3
 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan 
Daerah. Berlakunya kedua Undang-Undang  ini memberikan peluang yang 
lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada,baik 
menyangkut sumber daya manusia dan maupun sumber daya lain yang 
merupakan kekayaan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang 
lebih luas oleh pemerintahan daerah tersebut didukung sumber pembiayaan 
yang memadai. Didasari bahwa sumber-sumber penerimaan antar satu 
daerah dengan daerah lain sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan 
sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, 
namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah akan menghadapi 
kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat 
keterbatasan sumber daya yang miliki.
4
 
Penyelenggaraan fungsi pemerintaha yang lebih luas oleh 
pemerintah daerah tersebut perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang 
memadai. Didasari bahwa sumber-sumber penerimaan antara satu daerah 
dengan lainnya sangat beragam. Sesuai Undang-Undang Nomor 33 tahun 
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 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
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2004 Pasal 10 menyebutkan  bahwa yang menjadi sumber-sumber 
pembiayaan untuk pembangunan  daerah (capital investmet), antara lain 
berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil, Dana 
Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping dana 
perimbangan yang berasal dari pusat, daerah juga dapat membiayai 
pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) berupa pajak daerah, retribusi daerah, BUMD dan lain pendapatan 
asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini lah yang 
sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi 
daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian 
daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat. Adanya 
kewenangan yang lebih besar memberikan peluang kepada daerah menggali 
berbagai potensi daerah dan mengoptimalisasi berbagai sumber daya yang 
dimiliki dan pada gilirannya dapat mendorong tercapainya kemampuan 
keuangan yang lebih baik. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 1 ayat 6  tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seluruh 
kegiatan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penataausahaan, 
Pelaporan, Pertanggung jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5
 
Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang 
terintegrasi yang diwujudkan dalam Anggaraan Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) yang setiap tahun di tetapkan dengan peraturan daerah 
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Dearah Pasal 4 (1)  tentang Asas Amum Pengolahan Daerah yang berbunyi 
Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk 
masyarakat
6
. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) itu sendiri 
terdiri atas pendapatan daerah belanja daerah dan pembiayaan yang masing-
masing memiliki fungsi tersendiri bagi pemerintah. 
Otonomi Daerah  daerah memiliki kewenangan yang lebih luas 
dalam mengelolah daerahnya. Daerah harus menjadi  lebih mandiri sehingga 
mampu mengurangi ketergantungannya kepada pemerintahan pusat.
7
 




1. Kemampuan keuangan daerah                              
Artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk 
menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan 
keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahannya. 
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminim mungkin 
pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber 
keuangan tersebar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi 
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 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 pasal 4 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
7
 Mardiasmo, Otonomi dan Manejemen Keuangan Daerah, (Yogyakarta: 2002), h.66 
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  Halim Abdul, Akutansi Sector Public:Akutansi Keuangan Daerah, (Jakarta: Salemba 






lebih besar. Namun pada kenyataannya sudah 12 tahun sejak 
otonomi daerah diberlakukan, saat ini kemampuan keuangan 
beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada 
penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. 
Perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan 
desentralisasi. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa Desentralisasi 
adalah penyerahan wewenangan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 
Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9
 
Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah Pasal 1 ayat (8) tentang Desentralisasi merupakan wujud 
pemberian kewenangan yang lebih luas dari Pemerintahan Pusat ke 
Pemerintahan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan semua urusan 
Pemerintahan Daerah mulai dari perencanaan potensi sumber daya yang 
dimiliki dalam rangka membangun, mengelola, mengendalikan, dan 
mengevaluasi segala sumber daya dalam rangka mendorong Pemerintahan 
Daerah untuk lebih memperdayakan semua daerahnya. 
Anggaran Daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi 
dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen 
anggaran daerah disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD), Baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses 
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penyusunan anggaran dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Perda) melibatkan dua pihak yakni 
Eksekutif dan Legislatif. Eksekutif sebagai pelaksana operasional daerah 
berkewajiban membuat draft/ rancangan APBD yang hanya bisa 
diimplementasikan apabila sudah disahkan oleh DPRD dalam proses 
ratifikasi anggaran. 
Lingkup APBD menjadi penting dilingkungan Pemerintahan 
Daerah. Hal ini terkait dengan dampak APBD terhadap kinerja 
pemerintah., sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Kinerja anggaran adalah teknik penyusunan 
anggaran berdasarkan perimbangan beban kerja (work load) dan unit (cost) 
dari setiap kegiatan yang tekstruktur. Kinerja anggaran pemerintaha daerah 
selalu dikaitkan dengan bagaimana sebagai unit kerja dengan alokasi 
anggaran yang tersedia. Analisis kinerja anggaran dapat dilakukan dengan 
sebagai metode, anatara lain dengan menggunakan metode rasio keuangan 
(financial ratio) metode economic value added /EVA (di Indonesia metode 
tersebut dikenal dengan metode NITAMI / nilai tambahan ekonomi), 
balance scorecard, value for money dan analisi anggaran. 
Era Otonomi Daerah, terjadi pelimpahan wewenang dari 
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah di beri 
kewenangan untuk mnyelenggarakan tugas daerah dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi fiscal yang dibiayai atas beban Anggaran 






program-program yang akan di laksanakan oleh pemerintahan daerah 
selama priode tertentu. APBD dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah 
daerah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Halim (2002) 
mengungkapkan bahwa laporan keuangan di maksud kan untuk membantu 
bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan 
angka-angka dalam laporan keuangan, dan bagaimana menggunakan 
informasi keuangan untuk mengambil keputusan.
10
 
Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah 
dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang 
langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda 
dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan 
dan pelayanan sosial masyarakat.
11
 
Politik anggaran bermakna proses saling mempengaruhi, saling 
meyakinkan antara sesama mitra kerja dalam menentukan besaran jumlah 
Alokasi Anggaran dan prioritas program yang di biayai dengan uang 
publik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Politik anggaran sering muncul 
dalam bentuk wujud atau kekuatan dan kekuasaan politik antara berbagai 
pihak yang terlibat dan yang berkepentingan dalam merumuskan kebijakan 
publik yang tertuang dalam bentuk Undang-Undang untuk Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Contoh yang paling konkrit 
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 Halim, Abdul, Akutansi Sector Public Pengelolahan Keuangan Daerah, edisi 3 ,(Jakarta: 
2002),h. 55 
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Mahmudi, Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Panduangan Bagi 
Eksekutif, DPRD, Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi Sosial dan Politik, 






dalam politik anggaran yang mencerminkan kepentingan Pusat dan Daerah 




Kinerja keuangan pemerintahan daerah adalah kemampuan suatu 
daerah menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah 
dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem 
pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dengan tidak bergantung 
sepenuhnya kepada pusat. Pemerintahan daerah juga memiliki fleksibilitas 
dalam menggunakan dananya sesuai dengan aturan yang berlaku.
13
 
Analisis rasio keuangan adalah laporan keuangan perusahaan untuk 
mengetahui tingkat profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau 
tingkat kesehatan suatu perusahaan. Rasio keuangan di bedakan menjadi: 
rasio profitabilitas, rasio aktivitas, rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. 
Helfret (1991) yang menyatakan Kariyoto memahami rasio keuangan 
sebagai instrument analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai 
hubungan dan indikator keuangan yang ditujukan untuk menunjukan 
perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa laludan 
membantu menggambarkan trend pola perubahan tersebut untuk 
menunjukan risiko dan peluang yang melekat pada yang bersangkutan.
14
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Kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna 
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 
pemberdayaan dan peran masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi 
yang luasa daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, 
dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah.
15
 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2011 tentang 
perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2010 
mengenai Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan 
Tahun Anggaran 2016, daerah mendapat kesempatan untuk mengurus dan 
mengelola sendiri Pajak Bumi dan Bangunan sebagai sumber Pendapatan 
Asli Daerah. Pengelolaan PBB secara mandiri diharapkan dapat 
memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah. 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) 
masih dilakukan berdasarkan pertimbangan incremental budget maka 
sering kali mengabaikan kinerja keuangan dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran pendapatan sering kali dibuat 
lebih kecil dari potensi pendapatan yang mungkin didapat agar pada tahap 
pelaporan realisasi anggaran diharapkan realisasi pendapatan lebih besar 
jumlahnya dari anggaran pendapatan yang telah dibuat, sedangkan belanja 
memiliki sifat yang relatif mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya 
inefisiensi dan kebocoran sehingga kemungkinan anggaran belanja dibuat 
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lebih besar dari potensi realisasi belanja yang sebenarnya. Penggunaan 
analisis kinerja keuangan sebagai alat keuangan secara luas sudah 
diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial sedangkan 
pada lembaga politik khususnya pemerintaha daerah masih sangat terbatas. 
Maka ini perlu suatu perubahan yang mengacu pada pengguna analisis 




Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Labuhan Batu 
Selatan sudah di anggarkan  Rp.31,199,486,000, dengan Pos –Pos 
Anggaran dana Desa ke 52 desa di lima kecamatan yang bersumber dari 
APBN dan APBD Kabupeten Labuhan Batu Selatan TA 2016-2017 telah 
terealisasi sebesar Rp 24,959,588,800 atau 80 persen telah terlealisasi. 20 
persen lagi atau sebesar Rp.6,239,897,200 masih dalam tahap proses 
pencairan ke rekening desa. Sedangkan dan desa tahap pertama sebesar 40 
persen Rp 13,109,988,800, dan di tahap kedua 40 persen Rp 
11,849,600,000 dengan jumlah Rp 24,959,588,800 sudah terealisasi ke 52 
desa di lima Kecamatan Kota pinang, Torgamba, Kampung Rakyat, Silang 
Kitang, dan Sei Kanan Labuhan Batu Selatan. Maka dari dana yang sudah 
di transfer 80 persen untuk desa dari 52 desa hanya mendapatkan 
479,992,092,000 yang seharusnya setiap desa mendaptkan 
599,990,115,000. Kondisi tersebut tentunya akan mempengaruhi kinerja. 
Pelaksanaaan keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara 
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melihat kinerja melalui laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi 
anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan 
realisasinya dalam suatu priode laporan. Laporan realisasi anggaran juga 
menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya 
ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah 
dalam priode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara 
komperatif. 
Table 1.1 







A. PENDAPATAN RP.849,742,000,000, Rp.910,346,000,000, 
1. Pendapatan asli 
daerah 
Rp.41,169,000,000 Rp.43,456,000,000 
3. Lain-lain pendatan 
yang sah 
Rp.54.267,248,555 Rp.92,275,000,000 
B. BELANJA Rp.878,749,000,000 Rp.977,431,000,000 
1. Belanja operasi - - 
2. Belanja modal Rp.268,353,355,409 - 
3. Belanja tak terduga Rp.1,000,000,000 - 
Surplus / defesit Rp.29,007,000,000 Rp.67,085,000,000 
Jumlah  Rp.2122,287,604,000 Rp.2090,593,000,000 
Sumber : Data Badan pusat statistic Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2019 
Dari hasil realisasi diatas dapat di ketahui bahwa realisasi anggaran 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan dari hasil diatas dapat diketehui 
Anggaran Belanja Daerah meningkat drastis. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil 
judul ”Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah 






Pemerintahan Daerah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah pada tahun Anggaran 2016-2017” 
 
B. Batasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah ini maka perlu diadakan 
pembatasan masalah, hal ini bertujuan agar hasil peneliti terfokus pada apa 
yang diteliti. Adapun masalah yang akan diteliti adalah Pelaksanaan 
Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah terhadap desa-desa yang ada di 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
tahun anggaran 2016-2017. 
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
tahun anggaran 2016-2017? 
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan Anggaran Keuangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuahan Batu Selatan ? 
D. Tujuan penelitian 
1. Mengetahui  Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Daerah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 






2. Mengetahui faktor penghambat pelaksanaan Anggaran Keuangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuahan Batu Selatan. 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagi berikut  
1. Salah satu syarat pokok guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) 
pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau 
2. Merealisasikan ilmu-ilmu yang di dapat di bangku perkuliahan dalam 
bentuk praktek 
3. Sebagai bahan penelitian bagi penulis dan bermanfaat bagi penelitian 
yang sama atau permasalahan yang sama  
F. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah ilmu yang membahas dan mempelajari 
tentang metode-metode atau cara-cara tertentu yang harus ada dalam 
melaksankan penelitian untuk tujuan tertentu. 
1. Jenis dan sifat penelitian                                                
nnnnJenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan 
penelitian yang secara empiris di lapangan.
17
 Tentang pelaksanaan 
kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan Sumatera Utara.                                                
nnnnSedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penulis 
memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai 
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hal yang berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah di 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. 
2. Lokasi penelitian                                                                            
nnnnLokasi penelitian adalah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan 
sumatera utara dan dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan dan 
Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan jl.lintas 
simaninggir sosopan,21464, Sumatera Utara. 
3. Populasi dan Sampel                                             
nnnnPopulasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-
ciri sama.
18
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Kepala 
Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Keuangan Kabupaten Labuhan 
Batu Selatan Sumatera Utara, ketua DPRD , Sekretaris Daerah 
(Sekda), Bupati, Kepala Desa 
  Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode purposive sampling. Purposive sampling adalah pemilihan 
sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang di 
pandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-
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POPULASI DAN SAMPLE 
NO RESPONDEN POPULASI SAMPLE PERSENTASE 




1 1 100% 





1 1 100% 
4. Kepala Desa 52 5 5% 
5. Bupati 1 1 100% 
6. Sekretaris 
Daerah 
1 1 100% 
Jumlah 56 10  
               Sumber Data Penelitian  2019 
4. Sumber Data                                                                                               
nnnnSumber data penelitian ini menggunakan sumber data yang 
meliputi jumlah bahan informasi yang terdapat dalam buku-buku atas 
informasi lainnya. Sumber data penelitian ini terdiri: 
a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 
langsung dari sumber asli atau langsung dari objeknya. 
b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan 
dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 
laporan, skiripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan 
c. Data tersier merupkan petunjuk atau penjelasan mengenai 






berasal dari kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa 
Inggris, kamus Hukum, ensiklopedia, majalah, surat kabar. 
5. Metode Pengumpulan Data                                       
a. Observasi 
Observasi yaitu cara pengumpulan dengan mengamati dan turun 
langsung lapangan terhadap objek yang diteliti untuk 
mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melnajutkan 
penelitian ini. 
b. Wawancara 
Wawancara yaitu percakapan antara dua orang atau lebih yang 
salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatklan 
informasi untuk tujuan tertentu atau metode dengan cara 
bertanya langsung kepada responden dilapangan yang 
berkenanaan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenain 
analisis kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. 
c. Pustaka  
Pustaka yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui 
jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna 
mendukung data primer.  






Setelah data terkumpul dan dianalisa selanjutnya penulis 
menjelaskan data tersebut dengan metode deskriptif, yaitu peneliti yang 
bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada 
saat tertentu.biasanya dalam penelitian ini peneliti sudah mendapatkan  atau 
mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permaslahan yang 
akan diteliti.
20
 Setelah itu data diklasifikasikan berdasarkan kategori-
kategori sesuai dengan jenisnya. Kemudian di hubungkan dengan 
sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah 
yang dibahas dengan mengemukakan kesimpulan sesuai dengan 
permasalahan yang diteliti. 
G. Sistematika penulisan  
Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam penulisan ini serta 
mendapatkan gambran yang jelas mengenai apa yang dibahas pada setiap 
bab, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini membahas latar belakang, batasan masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sitematika 
penulisan. 
        BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN  
Pada bab ini akan menyajikan gambaran umum lokasi Penelitian, 
gambaran dan struktur organisasi pemerintahan daerah kabupaten Labuhan 
Batu Selatan Sumatera Utara. 
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BAB III KAJIAN PUSTAKA 
Bab ini memuat uraian teoritis mengenai pengertian 
Implementasi, Pengertian Good Governance, Pemerintahan Daerah, 
Otonomi Daerah, Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,  
   BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan   
tentang Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah Kabupaten Labuhan 
Batu Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tahun anggaran 2016-2017, Faktor 
penghambat Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah Pemerintahan 
Daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan. 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran untuk pihak 
yang terkait 
DAFTAR PUSTAKA 














GAMBARAN LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Singkat Labuhan Batu Selatan 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan daerah otonom baru 
yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhan Batu yang 
diresmikan pada tanggal 27 juli 2008 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di 
Provinsi Sumatera Utara.  
Labuhan Batu Selatan merupakan salah satu Kabupaten dari 
pemekaran Kabupaten Labuhan Batu yang di bagi menjadi Kabupaten yaitu 




Sejarah pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan diawali dari 
adanya aspirasi dan keinginan masyarakat Labuhan Batu Selatan untuk 
membentuk sebuah daerah yang mandiri. Sejalan dengan apa yang 
diinginkan oleh masyarakat dalam Labuhan Batu Selatan, DPRD Labuhan 
Batu Selatan selanjutnya merespon dan akhirnya mengeluarkan Surat 
Keputusan Nomor 63 Tahun 2005 pada tanggal 31 oktober 2005 tentang 
Persetujuan DPRD Labuhan Batu terhadap pembentukan Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kemudian pada 
tanggal 10 maret 2005 Bupati Labuhan Batu mengeluarkan keptusan 
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No.135/226/PEM/2005 tantang penetapan Ibukota Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan dan Kabupaten Labuhan Utara. Pada tanggal 12 januari 2006 DPRD 
Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan keputusan No.1/K/2006 tentang 
persetjuan pemekaran Kabupaten Labuhan Batu. Hal tersebut diikuti dengan 
keluarnya surat Gubernur Sumatera Utara No.903/035/K/2006 tentang 
bantuan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 




Pemerintahan Daerah Labuhan Batu rupanya memberi perhatian seius 
terhadap wacana pemekaran tersebut. Tidak sekedar persetujuan pemikiran 
saja, pada tanggal 27 desember 2007 pemerintahan Labuhan Batu juga 
memberikan dukungan dana melalui keputusan Bupati 
No.903/452/pem/2007 tentang dukungan Dana dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhan Batu (induk) bagi calon Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Utara di Kabupaten Labuhan 
Batu. DPRD Kabupaten Labuhan Batu juga tidak ingin ketinggalan, pada 
tanggal 5 mei 2008 DPRD Labuhan Batu memberikan dukungan penuh 
melalui Keputusan Nomor 08 Tahun 2008 tentang dukungan Dana dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhan Batu (induk)  
bagi calon Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Utara 
di Kabupaten Labuhan Batu. Kemudian disusul dengan surat Gubernur 
Sumatera Utara No.135/0191 tanggal 24 juni 2008 perihal bantuan Dana 
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bagi calon Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Kabupaten Labuhan Batu 
Utara. 
Berdasarkan hal-hal tersebut pemerintah selanjutnya melakukan 
pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan 
pembentukan Daerah Kabupaten Labuahan Batu Selatan dan Kabupaten 
Labuhan Utara. Setelah menempuh proses yang panjang akhirnya pada 
tanggal 21 juli 2008 Labuhan Batu Selatan resmi menjadi sebuah Kabupaten 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun2008 tentang pembentukan 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini 




B. Letak dan Keadaan Geografis Kabupaten Labuhan Batu Selatan  
Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan salah satu yang berada di 
kawasan pantai timur Sumatera Utara. Seacara Geografis Kabupaten ini 
berada pada 1 C 26’00”-2 C 12’55” Lintang utara dan 99 C’40”00-100 C 
26’00” Bujur Timur. Pada umumnya Kabupaten Labuhan Batu Selatan 
berada pada ketinggian dibawah 100 m-500 m diatas permukaan laut hanya 
terdapat di Kecamatan sungai Kanan tepatnya pada bagian Barat yang 
berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Area Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan di sebelah Utara berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Labuhan Batu, disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten 
Rokan Hillir Provinsi Riau, sedangkan disebelah selatan berbatasan dengan 
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Rokan hulu dan Kabupaten Padang Lawas Utara, dan disebalah barat 
berbatasan langsung dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.  
 Total luas wilayah Kabupaten Labuhan Selatan sekitar 4.35% dari 
luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kabupaten Labuhan 
Batu Selatan adalah 311.600 Ha yang terdiri dari 5 Kecamatan 52 Desa dan  
2 Kelurahan defenitif. Adapun luas wilayah Kecamatan yang ada di 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan ialah sebagai berikut.  
Tabel 2.1 
Luas wilayah Labuhan Batu Selatan berdasarkan Kecamatan 
Kecamatan Luas(km) Persentase(%) Desa Kelurahan 
1 Sungai Kanan  484,35 15,54 8 1 
2 Torgamba 1136,40 36,47 14 - 
3 Kota Pinang 482,40 15,48 14 1 
4 Silangkitang 303,70 9,75 9 - 
5 Kampong 
Rakyat 
709,15 22,76 15 - 
Jumlah/total 3116,00 100,00 52 2 
   Sumber Data Badan Pusat Statistik 2019  
C. Keadaan Demografi Labuhan Batu Selatan 
1) Jumlah penduduk 
Tahun 2019 jumlah penduduk di Labuhan Batu Selatan 
309.173 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 98 jiwa per Km 
dimana jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak 








Jumlah penduduk Kabupaten Labuhan Batu Selatan 
 
 










                     
Sumber Data Badan Pusat Statistik 2019 
 
a. Mata Pencaharian  
Mata pencaharian bagi masyarakat merupakan faktor yang 
sangat penting sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup 
sehari-hari, begitu pula bagi masyarakat Labuhan Batu Selatan. 
Dimana pada umumnya mata pencaharian masyarakat Labuhan Batu 
Selatan masih bergantung pada keadaan alam. Tepatnya mata 
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No Kecamatan Jenis kelamin Jumlah Sex ratio 
Pria Wanita 
1 Kota Pinang  31,173 30,149 61,322 103,40 
2 Kampung 
Rakyat  
30,441 29,154 59,595 104,41 
3 Torgamba  58,840 55,798 114,638 105,45 
4 Sei Kanan  26,886 26,257 23,143 102,40 
5 Silangkitang 16,050 15,633 31,683 102,67 







                  Mata pencaharian masyarakat Labuhan Batu Selatan 
No Jenis pekerjaan Jumlah/orang 
1 Petani  1653 
2 Buruh  670 
3 Nelayan  93 
4 Pedagang/Wirasewasta 550 
5 Pegawai Negeri/Honor 815 
6 Dan lain-lain 310 
Jumlah 4091 
Sumber BPS dan BAPPEDA Kabupaten Labuhan Batu Selatan 2019 
 
Dari tabel diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian atau jenis 
pekerjaan penduduk yang ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan  yang 
terbanyak adalah berprofesi sebagai petani terutama petani kelapa sawit dan 
karet dengan jumlah 1653 orang, kemudian buruh dengan jumlah 670 orang, 
kemudian disusul dengan profesi sebagai pedagang/wiraswasta dengan 
jumlah 550 orang, profesi pegawai negeri/honorer dengan jumlah 815 




2) Tingkat Pendidikan 
Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan 
masyarakat yaitu untuk mewujudkan mayarakat yang berbudi luhur, 
berkepribadian, pekerja keras, tangguh, dan tanggung jawab. 
Selanjutnya pendidikan akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan 
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penduduk umumnya begitu juga dengan penduduk Labuhan Batu 
Selatan. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk Labuhan 
Batu Selatan dapat dilihat pada tabel berikut. 
Table 2.4 
Jumlah penduduk berdasarkan Pendidikan 
Sumber Data  Badan Pusat Statistik 2019 
 
Dari hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa masyakarat Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan banyak yang hanya tamatan SD dari pada yang 
bergelar Sarjana. Dari sini dapat kita lihat bahwa Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan Kurang dalam masalah pendidikan. 
Dari tabel diatas menjelaskan bahwa penduduk Labuhan Batu Selatan 
sebagian besar mendapatkan pendidikan formal. Tingginya tingkat 
pendidikan formal suatu masyarakat sesungguhnya tidak terlepas dari sarana 
dan prasarana pendidikan yang tersedia di Labuhan Batu Selatan. Untuk 
lebih lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Labuhan 
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No Tingkat pendidikan Jumlah/orang 
1 Belum atau tidak sekolah 910 
2 Tamat SD 1230 
3 Tamat SMP 870 
4 Tamat SMA 977 








              Jumlah sarana pendidikan di Labuhan Batu Selatan 
No  Sarana pendidikan  Jumlah 
1 SMA/SMK 70 
2 SMP/MTS 96 
3 SD 216 
4 TK 79 
  Sumber  Data Badan Pusat Statistik 2019 
3) Agama  
Sebagai pegangan hidup dan bimbingan dalam menempuh 
segala fenomena kehidupan, agama sangatlah diperlukan bagi setiap 
masyarakat, apalagi aturan hukum kerap kali tidak menjangkau 
wilayah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, maka dari itu peran 
agamalah yang sangat menentukan keterlibatan kehidupan masyarakat 
di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk mengetahui keadaan 











                                                             
27







          Jumlah Agama Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan 
No  Agama  Jumlah  
1 Islam  84,09 
2 Kristen 15,63 
3 Hindu  0,27 
4 Budha  0,01 
Jumlah  100,0 
  Sumber  Data Badan Pusat Statistik 2019 
 
4) Pemerintahan Kabupaten Labuhan Batu Selatan 
Dasar hukum pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan 
adalah undang- undang No.22 Tahun 2008 dengan Ibukota daerahnya 
ialah Kotapinang. Pada tahun 2011-2015 Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan diPimoin oleh Bapak H. Wildan Aswan Tanjung SH.MM dan 
Drs.H Maslin Pulungan MM sebagai Bupati dan wakil Bupati pertama 
di Labuhan Batu Selatan.kepemimpinan Bupati pertama ini berlanjut 
pada priode 2016-2020 dengan terpilihnya kembali pada pemilihan 
umum 2016 silam. 
28
 
Pada pemilu 2014 ada sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan yang terdiri dari 10 partai untuk priode 2014-
2019. Seperti yang telah dijelaskan di atas Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan terdiri 5 Kecamatan yakni: 
1. Kecamatan Kota Pinang 
2. Kecamatan Kampung Rakyat 
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3. Kecamatan Torgamba 
4. Kecamatan Sei Kanan 
5. Kecamatan Silangkitang 
Selain 5 Kecamatan tersebut terdapat juga 2 Kelurahan dan 52 
desa.Kabupaten Labuhan Batu Selatan memiliki Lambang daerah 
sebagai identitas daerahnya.adapun lambing daerah Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan dapat dilihat pada gambar. 
 
 Gambar 2.1 Lambang Kabupaten Labuhan Batu Selatan  
  
 Adapun makna dan arti lambang daerah Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan adalah sebagai berikut.
29
 
1. Perisai bersegi lima dikelilingi warna putih, melambangkan bahwa 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan merupakan Dearah Otonom yang 
di bentuk berazaskan Pancasila dan UUD 1945, sebagai cerminan 
                                                             






jiwa masyarakat yang memiliki keinginan kuat untuk maju dalam 
naungan wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
2. Padi 1 (satu) butir dengan 21(dua puluh satu) butir & kapas dengan 
jumlah 8 buah, serta tali simpul 7, menunjukkan bahwa 
pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tanggal 21 
juli 2008 serta melambangkan rasa nasionalisme masyarakat 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan untuk bersama-sama 
membangun daerah berkecukupan sandang dan pangan menuju 
masyarakat yang adil makmur dan sejahtera. 
3. Bintang, menunjukan masyarakat Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan merupakan masyarakat yang religus dengan menjunjung 
tinggi keimanan dan ketakwaan terjadap Tuhan YME 
4. Pita merah bertuliskan Labuhan Batu Selatan adalah masyarakat 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan adalah masyarakat yang gigih 
dan menghargai jasa pejuang para pendahulu, namum tetap bersatu 
dalam jaminan silahturahmi dan persaudaraan. 
5. Buah Pinang menggambarkan buah pinang yang didalamnya 
terdapat beberapa symbol sebagai perwujudan terhadap kota 
pinang sebagai cikal bakal wilayah Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan, Sebagai mana diamanatkan UU No.22 Tahun 2008 
Tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan di 






Kabupaten Labuhan Batu Selatan berada di Kecamatan Kota 
Pinang. 
6. Karet, kelapa sawit, ikan Baung dan Udang Galah bermakna 
menunjukan bahwa daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan 
merupakan daerah penghasil karet dan sawit sebagai potensi 
unggulan daerah. Sedangkan ikan Baung dan Udang Galah 
merupakan khas hasil daerah. 
7. Simpang tiga menunjukkan bahwa Kota Pinang sebagai Ibukota 
Kabupaten Labuhan Batu Selatan di 3 jalur lintas Sumatera Utara 
yang menghubungkan 3 provinsi(Sumatera Utara, Riau dan 
Sumatera Barat) dan merupakan lokasi strategis serta tempat transit 
berbagai kegiatan yang dapat menunjang kehidupan perekonomian 
masyarakat. 
8. Warna biru langit, menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan senantiasa berada dalam kedamaian dan 
ketentraman  
9. Warna dasar kuning, menunjukkan bahwa Kabupaten Labuhan 
Batu Selatan dalam sejarahnya merupakan daerah yang pernah 
mengalami zaman keemasan melalui kesultanan yang pernah ada 
dahulu dan Kota Pinang menjadi pusat perdagangan melalui 
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  BAB III 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Implementasi  
1. Pengertian Implementasi 
Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis dimana 
pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan sehingga 
pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan 
atau sasaran kebijakan itu sendiri.
31
 Hal itu sesuai dengan apa yang 
diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr dimana mereka katakan bahwa 
implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil. Keberhasilan suatu 
implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan 
hasil akhir yaitu tercapai dan tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.
32
 
2. Faktor Keberhasilan Implementasi 
Sebagaimana telah dikatakan oleh pakar, bahwa proses 
implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku 
badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program 
dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran. Untuk mencapai 
keberhasilan dalam implementasi diperlukan kesamaan pandangan atas 
tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan 
dukungan bagi pelaksanaanya. Keberhasilan kebijakan implementasi ini 
dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan dan penerapan 
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kebijakan dengan desain tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri serta 
memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan masalah yang 
dihadapi. 
D.L Weimer dan Aidan R Vining menyatakan setelah mempelajari 
berbagai  literature tentang implementasi menurut mereka ada 3 faktor 
umum yang mempengaruhi keberhasil yaitu:
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1. informasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk penyatuan 
pemahaman visi dan misi dan kebijakan yang dirumuskan. 
Terjadinya kekurangan informasimaka dengan mudah 
mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat, baik 
kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dan isi 
kebijakan yang akan dilaksanakan. 
2. Isi kebijakan implementasi dapat dikatakan gagal karena masih 
samarnya isi dan tujuan dari kebijakan tersebut, tidak memiliki 
ketetapan dan ketegasan dalam bentuk internal maupun 
eksternal dari kebijakan itu sendiri. 
3. Dukungan, sebuah kebijakan akan sangat sulit 
dilaksanakanjika tidak ada dukungan dan partisipasi dari 
semua pihak yang terlibat dalam kebijakan tersebut. 
4. Pembagian potensi yaitu pembagian potensi antar aktor 
pelaksana dengan organisasi pelaksana yang berkaitan dengan 
deferensasi tugas dan wewenang. 
                                                             
33






Sebuah kebijakan tidak lepas begitu saja. Kebijakan harus di awasi 
dan salah satu mekanisme pengawsan tersebut sebagai evaluasi kebijakan. 
Evaluasi kebijakan biasanya di tujukan untuk menilai sejauh mana 
keefektifitasan kebijakan guna dipertanggung jawabkan kepada 
konstituennya dimana tujuan telah tercapai. Evaluasi diperlukan untuk 
melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada dilapangan. 
3. Tujuan Implementasi 
Tujuan implementasi seperti yang disebutkan sebelumhya 
implementasi merupakan aktifitas yang dilakukan secara sistematis dan 
terikat oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. Mengacu kepada 
implementasi tersebut adapun beberapa tujuan implementasi adalah:
34
 
1.Untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan 
cermat baik oleh individu maupun kelompok. 
2.Untuk menguji serta mendokumentasikan suatu prosedur 
dalam penerapann rencana atau kebijakan. 
3.Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai 
didalam perencanaan atau kebijakan yang telah dirancang. 
4.Untuk mengetahui kemampuan masyarakat dalam 
menerapkan suatu kebijakan atau rencana sesuai dengan 
yang diharapkan. 
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5.Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan 
yang telah dirancang demi perbaikan atau peningkatan 
mutu.  
B. Good Governance 
a. Pengertian Good Governance 
Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya 
ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor 
non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Pinto dalam Nisjar 
mengatakan bahwa “Governance” adalah praktik penyelenggaraan 
kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan 




Lembaga Administrasi Negara mengartikan Governance adalah 
proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan 
penyediaan public goods and services. Lebih lanjut Lembaga 
Administrasi Negara menegaskan dilihat dari segi functional aspect, 
governance dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi 
secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah 
digariskan atau sebaliknya. 
b. Karateristik Good Governance 
United Nations Development Programme pada paper 
pertamanya mengidentifikasi karakteristik sistem kepemerintahan 
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1. Participation, setiap warga negara mempunyai suara 
dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun 
melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili 
kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas 
dasar kebebasan berasosiasi dalam berbicara serta 
berpartisipasi secara kontruktif.  
2. Rule of Law, kerangka hukum adil dilaksanakan tanpa 
pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia. 
3. Transparency, transparansi dibangun atas dasar 
kebebasan arus informasi, proses-proses, lembaga-
lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima 
oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat 
dipahami dan dapat dimonitor. 
4. Responsiveness, lembaga-lembaga dan proses-proses 
harus mencoba untuk melayani setiap “stakeholders”. 
5. Consensus orientation, good governance menjadi 
perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh 
pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas 
baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-
prosedur. 








6. Equity, semua warga negara baik laki-laki maupun 
perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan 
atau menjaga kesejahteraan mereka. 
7. Effectiveness and effeciency, proses dalam lembaga-
lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa 
yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber 
yang tersedia. 
8. Accountability, para pembuat keputusan dalam 
pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat 
bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga 
“stakeholders. 
9. Strategc Vision, para pemimpin dan publik harus 
mempunyai perspektif good governance dan 
pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan 




c. Unsur Good Gorvernance 




1. Akuntabilitas (Accountability) 
Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk 
mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan 
dimana dana publik ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam 
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perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk 
melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi 
berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf 
atau tidak efisien atau ada prosedur yang tidak diperlukan. 
2. Transparansi (Transparency) 
Transparansi lebih mengarah pada kejelasan mekanisme formulasi 
dan implementasi kebijakan, program dan proyek yang dibuat dan 
dilaksanakan pemerintah. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan 
yang bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di Tingkat Pusat maupun 
di Tingkat Daerah. Rakyat secara pribadi dapat mengetahui secara jelas 
dan tanpa ada yang ditutup-tutupi tentang proses perumusan kebijaksanaan 
publik dan implementasinya. Dengan kata lain, segala kebijakan dan 
implementasi kebijakan baik di pusat maupun di daerah harus selalu 
dilaksanakan secara terbuka dan diketahui umum. 
3. Keterbukaan(Openes) 
Keterbukaan mengacu kepada terbukanya kesempatan bagi rakyat 
untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang 
dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik adalah 
pemerintah yang bersifat terbuka dan transparan dalam 
memberikan data dan informasi yang memadai bagi masyarakat 
sebagai bahan untuk melakukan penilaian atas jalannya 
pemerintahan. Dalam praktik sering ditemukan, bahwa prosedur 






keputusan, pemenangnya masih sering bersifat tertutup. Rakyat 
atau bahkan para pelaku tender dengan pemerintah sering tidak 
memperoleh penjelasan informasi tentang hasil atau kriteria 
penetapan pemenang tender proyek yang bersangkutan.
39
 
4. Kerangka hukum(rule of law) 
Prinsip rule of law diartikan, “good governance” mempunyai 
karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan 
masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan 
dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan peraturan 
perundangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan 
berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga dan diketahui 
oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk 
mengevaluasinya. Masyarakat membutuhkan dan harus dapat 
diyakinkan tentang tersedianya suatu proses pemecahan masalah 
mengenai adanya perbedaan pendapat (conflict resolution), dan 




Pemerintahan yang baik dengan demikian dapat 
disimpulkan sebagai pemerintahan yang mampu mempertanggung 
jawabkan segala sikap, perilaku dan kebijakan yang dibuat secara 
politik, hukum maupun ekonomi dan diinformasikan secara 
terbuka kepada publik, serta membuka kesempatan publik untuk 
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melakukan pengawasan (kontrol) dan jika dalam praktiknya telah 
merugikan kepentingan rakyat, dengan demikian harus mampu 
mempertanggungg jawabkan dan menerima tuntutan hukum atas 
tindakan tersebut. 
d. Asas-asas Good Gorvernance 
Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, penyelenggaran 
pemerintah disamping secara konsisten taat hukum perlu 
memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), 
yang antara lain disebutkan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf 6 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang meliputi asas-asas 




1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum 
yang mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan 
penyelenggara Negara. 
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu asas yang 
menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 
keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara 
Negara. 
3. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri 
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi 
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yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 
Negara. 
4. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan 




5. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa 
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 
penyelenggara negara harus dapat dipertanggung 
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
43
 
C. Pemerintahan Daerah  
 Pemerintah dalam Bahasa Indonesia berarti pengarahan dan 
administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah 
Negara, Negara bagian, atau kota dan sebagai isinya. Bisa juga berarti 
lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan Negara, 
Negara bagian, atau kota.
44
 
 Lain halnya dengan C.F Strong yang menyebutkan bahwa 
pemerintah daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk 
melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintah dalam arti 
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 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 
menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 
23 tahun 2014, bahwa pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 
Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 




D. Otonomi Daerah 
 Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut 
asas Desentralisasi dalam penyelenggaran pemerintahan, dengan 
memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah yang 
menyelenggarakan otonomi daerah.
47
 Dalam menyelenggarakan otonomi 
daerah guna meningkatkarakat  kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah 
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menjalankan program pemberdayaan masyarakat dimana program ini di 
percaya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat desa 
dengan kota di Indonesia. Menurut Begir Manan, Desentralisasi adalah 
setiap bentuk atau tindakan memencarkan kekuasaan atau kewenangan 
dari suatu Organisasi, jabatan,pejabat.
48
 
 Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5 otonomi daerah adalah hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahalam  dan kepentingan masyarakat setempat 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
 Menurut Widjaja otonomi daerah menggunakan prinsio otonomi 
seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan 
mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan 
pemerint yang di tetapkan dalan undang-undang ini. Daerah memiliki 
kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, 
peningkatan serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan 
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E. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ( APBD) 
1. Anggaran  
Dibawah ini ditunjukkan beberapa pengertian anggaran antara lain: 
a) Anggaran dalam arti”begrooting” atau “estimate” 
mempunyai makna “penentuan” “patokan” atau 
“penetapan besarnya uang.”50 
b) Anggaran merupakan pernyataan mengenai etimasi kinerja 
yang hendak dicapai selama priode waktu tertentu yang 
dinyatakan dalam ukuran finansial.
51
 
Dari beberapa pengertian Anggaran sebagaimana diatas maka 




a) Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan 
selain keuangan. 
b) Anggaran umumnya mencakup jangka dalam satu tahun. 
c) Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manejemen, 
yang berarti bahwa para manejer setuju untuk menerima 
tanggung jawab guna mencapai sasaran yang ditetapkan 
dalam anggaran. 
d) Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang 
berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran. 
                                                             
50
 Mamesah, Sistem Administrasi Keuangan Negara, (Jakarta: PT Gramedia Pusat Utama, 
1995), h. 25 
51
 Mardiasmo,Akutansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), h. 102 
52
 Bastian,Sistem Akutansi Sektor Publik,Konsep Untuk Pemerintahan Daerah, (Jakarta: 






e) Setelah disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah 
kondisi tertentu. 
f) Secara berkala kinerja keuangan sesungguhnya 
dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis 
dan dijelaskan. 
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan cermin 
dari pilihan-pilihan ekonomis dan sosial masyarakat suatu daerah, 
untuk menjalankan peran yang dimandatkan masyarakat untuk 
menjadikan pilihan-pilihan tersebut. Pemerintah daerah harus 
melaksanakan fungsi spertama, pengumpulan sumber daya yang 
mencakup dengan cara yang tepat, dan kedua pengalokasian dan 
penggunaan sumber daya tersebut secara responsive,efesien dan 
efektif. Funsi pertama berkaitan dengan sisi penerimaan(pendapatan) 
dari APBD sedangkan fungsi kedua  dari sisi pengeluaran(belanja).
53
 
Pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan 
mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk 
pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber 
penerimaan daerah yang di tuangkan dalam anggaran. Anggaran yang 
dibuat mencerminkan politik pengerluaran pemerintah yang rasional 
baik seacara kuantitatif maupun kualitatif sehinga akan terlihat:.
54
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a) Adanya pertanggung jawaban pemungutan pajak dan ungutan 
lain-lain oleh pemerintah misalnya untuk memperlancar 
ekonomi. 
a) Adanya hubungan yang erat antara fasilitas pengguna dana dan 
penarikannya. 
b) Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai 
sebagai pertimbangan dalam menentukan pola tingkat 
distribusi penghasilan dalam  ekonomi. 
Dibawah ini di tunjukkan beberapa pengertian APBD antara lain: 
a) Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) 
menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah adalah” Rencana Keuangan tahunan Pemerintaha Daerah 
yang di bahas dan dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah”. 
b) Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) 
Menurut Mamesah pada orde baru adalah” Rencana Operasional 
Keuangan daerah dimana disatu pihak menggambarkan perkiraan 
pengeluaraan setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-
kegiatan dan proyek-proyek Daerah dalam satu Anggaran tertentu, 










Defenisi menurut mamesah mengandung unsur :
56
 
 Rencana oprasional Daerah yang menggambarkan 
adanya aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan dimana aktivitas tersebut telah diuraikan 
secara rinci. 
 Adanya sumber penerimaan yang merupakan target 
minimal untuk menutupi biaya-biaya yang ada 
merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran 
yang akan dilaksanakan. 
 Dituangkan dalam bentuk angka, jenis kegiatan,dan 
jenis proyek. 
 Untuk keperluan satu tahun Anggaran yaitu April 
sampai dengan Maret dan Januari sampai dengan 
Desember. 
3. Karateristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) 
Karateristik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) menurut Abdul Halim antara lain.
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 Halim Abdul, Akutamsi Keuangan Daerah, Seri Akutansi Sektor Publik, Edisi 1, 






a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun 
DPRD bersama-sama Kepala Daerah. 
b. Pendekatan yang dipakai dalam penyusunan Anggaran 
adalah pendekatan tradisional (line item) yaitu Anggaran 
disusun berdasarkan jenis penerimaan dan jenis 
pengeluaran. Oleh karena itu, setiap baris dalam APBD 
menunjukan tiap jenis penerimaan dan pengeluaran. 
Penggunaan pendekataan ini bertujuan untuk melakukan 
pengendalian atas pengeluaran. Pendekatan ini 
merupakan pendekatan yang paling tradisional diantara 
berbagai pendekatan penyusunan anggaran. 
c. Siklus APBD terdirii atas Perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan,pemerikasaan, dan penghitungan APBD 
merupakan pertanggung jawaban APBD. Pertanggung 
jawaban ini dilakukan dengan menyampaikan 
perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk 
Pemerintahan Daerah Tingkat 1 dan Kepala Gubernur 
untuk Pemerintahan Daerah Tingkat II. Oleh karena itu 
pertanggung jawaban bersifat vertikal. 
d. Dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan dan tahap 
penyusunan dan penentuan perhitungan APBD, 






Hal ini tampak pada pengawsaan Pendapatan Daerah dan 
Pengawasan Pengeluaran Daerah. 
e. Pengawasan terhadap pengeluaran Daerah dilakukan 
berdasarkan 3 unsur yaitu unsur ketaatan pada peraturan 
perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan 
efesiensi, dan unsur hasil program (untuk proyek-proyek 
Daerah). 
f. Sistem akutansi Keuangan Daerah menggunakan tata 
buku Anggaran yaitu Anggaran dan pembukuan saling 
berhubungan dan saling mempengaruhui.  
4. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
menurut Mamesah antara lain:
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a) Menetukan jumlah pajak yang dibebankan pada rakyat Daerah 
yang bersangkutan. 
b) Meruapakan suatu sarana untuk mewujudkan ekonomi yang 
nyata dan bertanggungjawab. 
c) Memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah 
Daerah umumnya dan kepada Daerah khususnya, karena 
APBD itu menggambarkan seluruh kebijakan Pemerintah 
Daerah. 
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d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan 
terhadap Daerahj dengan cara yang lebih mudah dan berhasil 
guna. 
e) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada Kepala Daerah 
didalam batas-batas tertentu. 
5.  kinerja keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) 
kinerja keuangan merupakan prestasi yang dapat dicapai pada 
Anggaran yang telah dibuat Daerah dengan menganalisis perbedaan 
antara realisasi dengan target yang di Anggarkan baik dari sisi 
penerimaan maupun pengeluaran, sehingga dapat dihasilkan tingkat 
efektivitas dan efesiensi tertentu sesuai dengan kinerja keuangan yang 
telah di tetapkan. 
Penilaian laporan kinerja keuangan diukur berdasrkan pada 
anggaran yang telah di buat.penilaian tersebut dilakukan dengan 
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6. Efesiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
1.Efesiensi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) 
Pengertian efesiensi menurut Jones dan Pendlebury adalah 
suatu perbandingan atau rasio antara output dan input.
60
 
Rasionalitas hampir selalu berkaitan dengan efesiensi 
artinya secara ekonomis suatu tindalkan dikatakan rasional 
bilamana tindakan itu ada kaitannya dengan usaha mencapai 
hasil sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya. Maka 
didalam proses pengangaran mulai diarahkan untuk 
berorientasikan pada hasil melalui pengukuran efesiensi. 
4. Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) 
Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan 
pencapaian tujuan atau target kebijakan.
61
 
Efektifitas dalam dalam pengertian yang umum menunjukkan pada 
taraf tercapainya hasil, dalam Bahasa sederhana Bahasa tersebut dapat 
dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.  
Efektivitas berfokus pada output atau hasil. Suatu organisasi atau 
program atau kegiatan dikatan efektif apabila output yang dilaksanakan 
bisa memenuhi target yang diinginkan. 
Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan 
suatu oprasi pada sektor publiksehingga suatu kegiatan dikatakanefektif 
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jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan 
menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah 
ditetapkan sebelumnya.  
Dari pengertian tersebutdapat diambil kesimpulan bahwa 
perbandingan antara keluaran (output) dengan tujuan sehingga untuk 
mengetahui efektifitas pengelolaan keuangan yaitu dengan 


















Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Anggaran Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan Berdsarkan Peraturan Pemerintahan Daerah 
Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah kurang 
terlaksana dengan baik. Karena ada Anggaran keuangan Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan yang belum terlaksana secara efektf efesien dan 
ekonomis dalam pelaksanaanya.  
2. Faktor yang dapat mempengaruhi sehingga kurang terlaksananya 
Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah yaitu hambatan struktur 
birokrasi, Sumber daya manusia yang seringkali didapati pegawai yang 
dibutuhkan tidak berada ditempat dan sumber daya manusia yang 
berkaitan dengan latar belakang pendidikan, kurangnya komunikasi 
antar bidang bahkan antar SKPD. 
B. SARAN  
Saran dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 
1. Kepada Kepala  Dinas Pendapatan keuangan Daerah Kabupaten 
Labuhan Batu Selatan agar melakukan atau melaksanakan Anggaran 




2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan agar melakukan pengawasan terhadap Anggaran Keuangan 
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